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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) tindakan hakim dalam mengambil 
keputusan jika terjadi perbedaan keterangan saksi yang berbeda di depan penyidik dengan 
di persidangan; (2) Kriteria alat bukti keterangan saksi yang dinilai sah oleh hakim. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Surakarta. Sumber data menggunakan data primer dari hasil 
wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tindakan hakim dalam menilai 
kekuatan alat bukti keterangan saksi yang berbeda, hakim menanyakan alasan saksi 
memberikan keterangan yang berbeda, hakim dapat mengingatkan saksi bahwa jika 
keterangan yang disampaikan tidak benar maka saksi dapat dipidana karena telah 
memberikan keterangan/sumpah palsu. Berdasarkan putusan hakim nomor 
253/Pid.B/2007/PN.SKa, keterangan saksi yang diberikan tidak mempengaruhi putusan 
yang dijatuhkan hakim karena keterangan saksi yang diberikan tersebut tidak mempunyai 
nilai kekuatan hukum,karena tidak dilengkapi dengan bukti-bukti serta bertentangan 
dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang lain; (2) Kriteria alat bukti 
keterangan saksi yang dinilai sah oleh hakim adalah keterangan saksi yang diberikan di 
bawah sumpah, keterangan saksi diberikan di depan persidangan, dan hakim hanya 
menilai keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti. 
Kata Kunci: Keterangan Saksi yang Berbeda, Tindakan Hakim 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine: (1) the actions of judges in making decisions 
if there is a difference different witness testimony in front of the investigator with at the 
hearing; (2) Criteria for evidence statements of witnesses are considered legitimate by 
the judge. This research includes juridical empirical.  Research conducted at the District 
Court of Surakarta. Data sources using primary data from interviews, observation, and 
literature study. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: 
(1) The judge in assessing the strength of evidence statements of witnesses are different 
between in front of the investigator with before the trial, judges then to obtain the 
attendance of witnesses verbalisan. The judge may remind the witness that if the 
information submitted is not correct then the witness can be imprisoned for giving 
testimony / perjury. Based on the judge's decision number 253 / Pid.B / 2007 / PN.SKa, 
witness information provided does not affect the decision of the judge handed down 
because the witness who does not have value given the force of law, because it is not 
equipped with the evidence and contrary to the description given by other witnesses; (2) 
Criteria for evidence statements of witnesses are considered legitimate by the judge is 
witness testimony given under oath, witness testimony given before trial, and the judge 
only that is worth assessing witness testimony as evidence. 
 




Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan 
menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. 
Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu 
dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, 
sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya, dan 
dengan adanya hukum pula diharapkan dapat dihindari terjadinya pelanggaran-
pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun para penegak hukum 
itu sendiri. Hukum tidak selalu bisa memberikan keputusannya dengan segera dan 
cepat, karena hukum membutuhkan adanya pembuktian untuk membuktikan 
benar atau tidak suatu tindak pidana telah terjadi, yang bisa jadi memakan waktu 




Proses pembuktian tindak pidana diatur dalam hukum acara pidana, 
sehingga melalui hukum acara ini, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat 
guna mencapai tujuan negara menegakan hukum pidana. 
“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan                    
mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah     kebenaran 
yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan 
ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk 
mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran 
hukun dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna 
menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan 
apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.2 
 
Demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya 
hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum 
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yang tepat, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok cara 
pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. 
“Apa yang diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang 
harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun 
sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang 
menjadi korban maupun si pelanggar hukum”.3 
 
Wirjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah menyatakan hukum acara 
pidana sebagai berikut: 
“Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, 
maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara 
bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian,kejaksaan 
dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan 
hukum pidana”.4 
“Hukum acara pidana sangat erat hubunganya dengan hukum pidana, 
bahkan hakekatnya hukum acara pidana itu termasuk dalam pengertian hukum 
pidana.Hukum pidana sering disebut hukum sanctie yaitu merupakan suatu 
ancaman yang akan dilaksanakan dengan perantaraan alat masyarakat (Negara) 
badan pengadilan, apabila suatu kaidah hukum ternyata dilanggar. Dengan kata 
lain hukum pidana adalah semua peraturan-peraturan yang meliputi seluruh 
peraturan yang jika dilanggar diancam dengan hukuman badan atau denda”.5 
 
Hukum acara pidana Indonesia sejak 1981 diatur oleh undang-undang 
No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Berlakunya Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP telah 
menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara 
implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. 
Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana vide undang- undang no.8 
tahun 1981, telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru 
dalam dunia peradilan di Indonesia. Dalam undang-undang ini tampaknya tujuan 
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mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, 
melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah dasar adalah bagaimana 
mencapai  tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat 
dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan. 
Mengenai penyebab timbulnya keterangan berbeda antara keterangan di 
depan penyidik dengan di depan persidangan, oleh karena hingga saat ini 
pemeriksaan terhadap saksi yang dilakukan oleh penyidik seringkali dengan 
kekerasan secara fisik dan psikis. Kondisi pemeriksaan yang demikian ini 
biasanya berakibat saksi memberikan keterangan sesuai dengan kehendak atau 
arahan aparat kepolisian yang melakukan pemeriksaan. Meskipun sebenarnya hal 
ini bertentangan dengan kondisi yang senyatanya, akan tetapi karena saksi tidak 
tahan untu merasakan penderitaan dan tekanan yang diberikan oleh penyidik maka 
saksi lebih memilih menghindar dari siksaan dengan memberikan keterangan 
yang tidak sesuai dengan kehendaknya. 
Atas dasar hal yang demikian, maka keterangan saksi di depan penyidik 
menjadi sangat penting, mengigat keterangan saksi ini akan dijadikan pedoman 
hakim dalam rangka menemukan alat bukti keterangan saksi. Mengigat 
keterangan saksi yang memiliki kekuatan alat bukti sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 185 KUHAP, maka permasalahan tentang adanya perbedaan antara 
keterangan saksi di depan penyidik yang berbeda dengan keterangan saksi di 
depan persidangan merupakan masalah yang menarik untuk dikaji secara 
mendalam. Dikatakan demikian oleh karena hakim yang bertugas untuk 
memeriksa serta memutus perkara harus dapat menentukan secara tegas 
keterangan saksi di depan penyidik atau di persidangan yang benar. Sebab seperti 
5 
 
dijelaskan, keterangan saksi yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti adalah 
keterangan di depan persidangan. Namun demikian keterangan saksi di depan 
persidangan sebaiknya  mengacu kepada keterangan saksi di depan penyidik. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan hakim dalam 
mengambil keputusan jika terjadi perbedaan keterangan saksi yang berbeda di 
depan penyidik dengan di persidangan, untuk mengetahui kriteria alat bukti 
keterangan saksi yang dinilai sah oleh hakim. Metode penelitian yang digunakan 
dengan pendekatanpenelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Dalam 
penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.  Jenis dan 
sumber data menggunakan data primer yang langsung diperoleh di lokasi 
penelitian (PN Surakarta) dan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan 
pustaka.  
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi 
kepustakaan. Teknik analisis datakualitatif yaitu reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pembahasan yang dilakukan dengan cara 
memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta 
menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah 
sebagai satu yang utuh. Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan dengan 
metode induktif, yaitu dengan meneliti kasus-kasus atau data-data konkrit di 
Pengadilan Negeri Surakarta untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Tindakan Hakim dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi 
yang Berbeda antara di Depan Penyidik dengan di depan Persidangan 
 
Hakim dalam menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang 
satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti 
yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang 
sedang disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya 
mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau diabaikan. Untuk lebih 
konkritnya, penulis mengambil contoh kasus pidana yang disidangkan di PN 
Surakarta pada putusan No. 253/Pid.B/2007/Ska.
6
  
Adapun identitas terdakwa, yaitu DA alias EW; laki-laki; Jl. Parang 
Cantel No.38 Kel.Mangkuyudan Kel. Purwosari Kec.Laweyan, Surakarta; 
Islam;  Swasta. Berdasarkan amar putusan PN Surakarta No. 
253/Pid.B/2007/Ska, perbuatan terdakwa DA alias EW pada hari Jumat 
tanggal 20 April 2007, di kediaman WP di Jl. Malabar Selatan No. 43 Kel. 
Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta. Terdakwa tanpa hak dan melawan 
hukum telah memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika sebanyak 
1 (satu) plastik kecil yang beratnya  0,015 gram. Perbuatan tersebut 
dilakukan dengan MAR (saksi yang perkaranya diberkas tersendiri) 
membeli sabu-sabu (psikotropika) di tempat Alip di Kartosuro seharga Rp. 
300.000,- dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat 0,2 
gram. Selanjutnya saksi MAR menunggu terdakwa di depan RS Panti 
Waluyo untuk bersama-sama datang ketempat Saksi WP. Setelah terdakwa 
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datang kemudian saksi MAR dan terdakwa berangkat ke tempatnya WP 
(saksi yang perkaranya diberkas tersendiri). 
Beberapa saat kemudian setelah berada di rumahnya WP, saksi MAR 
menkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap (bong) 
miliknya sendiri. Setelah saksi MAR menghisap sabu-sabu kemudian 
diikuti oleh terdakwa dan WP. Beberapa saat kemudian spetugas 
kepolisian datang ketika sedang mengisap sabu-sabu tersebut. Ketiganya 
ditangkap petugas kepolisian dari Poltabes Surakarta beserta barang 
buktinya berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu seberat  
0,015 gram merupakan sisa sabu-sabu yang telah dihisapnya dan 1 (satu 
perangkat alat hisap sabu-sabu (bong) yang masih terdapat sisa sabu-sabu. 
Dalam kasus ini diajukan 5 (lima) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi 
verbalisan. Adapun nama-nama saksi tersebut adalahMAR, WP, Slameto, 
Rofi’i, SH, dan Mukholis Samsul Hadi. Sedangkan saksi verbalisan bernama: 
Syarifudin.  
Dari beberapa saksi tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi WP Saksi 
ditangkap pihak Kepolisian dari Poltabes Surakarta saat tengah menkonsumsi 
sabu-sabu di rumahnya. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi MAR 
yang bersangkutan kedapatan membawa sabu-sabu di saku celananya. Saat 
saksi DA ditangkap petugas kepolisan, terdakwa DA tidak berada satu ruangan 
dengan saksi dan saksi MAR (berada di luar ruangan). Saksi memberikan 
keterangan pernah diminta oleh pihak kepolisian untuk menyerahkan uang 
sebesar Rp. 5.000.000,- dengan maksud mengubah isi BAP Kepolisian dan hal 
8 
 
itu dibantah oleh saksi verbalisan dan saksi meminta maaf telah memberikan 
keerangan yang berbeda Saksi juga mencabut keterangan bahwa BAP tersebut 
saksi tandatangani ketika saksi di dalam mobil menuju RUTAN Surakarta. 
Adapun keputusan pengadilan menyatakan terdakwa DA alias EW telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tidak 
melaporkan adanya penyalahgunaan dan atau kepemilikan psikotropika secara 
tidak sah”. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa DA alias EW 
dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus 
ribu rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 
kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.  
Berdasarkan uraian kasus di atas, dalam sidang pembuktian dengan 
keterangan saksi-saksi, hakim telah meninjau persesuaian keterangan saksi yang 
diberikan dalam BAP dan keterangan saksi di persidangan dengan mendatangkan 
saksi verbalisan. Walaupun persesuaian keterangan saksi di persidangan dengan 
keterangan saksi yang diberikan di BAP bukanlah sebagai syarat dari kekuatan 
bukti suatu keterangan saksi. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 185 
ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti 
ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pertimbangan tersebut sejalan 
dengan ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menyatakan: 
”Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang 
terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal 
itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam 
berita acâra pemeriksaan sidang”. 
 
Ketentuan di atas memerintahkan pada hakim untuk mengingatkan saksi 
jika ada keterangan di persidangan berbeda dengan keterangannya di tingkat 
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penyidikan. Hakim PN Surakarta, Mulyadi SH. M.H., menyatakan Apabila terjadi 
perbedaan keterangan seperti ini, maka keterangan di depan persidanganlah yang 
lebih diutamakan. Bila yang diutamakan ialah keterangan dalam BAP Saksi, maka 
otomatis dakwaan penuntut umum terbukti semua. Bila terjadi hal seperti ini, 
maka hal yang dapat dilakukan adalah memanggil pejabat penyidik yang 
membuat BAP tersebut untuk diperiksa di depan persidangan. Pejabat penyidik ini 
merupakan saksi verbalisant. Berdasarkan Pasal 163 KUHAP, saksi boleh 
memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada BAP Saksi. 
Hal yang penting di sini ialah, saksi tersebut harus memberikan alasan yang 
dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut. 
Menyikapi adanya keterangan saksi yang berbeda antara BAP dengan di depan 
persidangan, disinilah letak peran hakim sebagai hakim yang aktif dalam mencari 
kebenaran materiil, yang merupakan ciri khas hakim pada sistem peradilan pidana 
yang menganut sistem civil law, ketika terjadi perbedaan keterangan yang 
diberikan saksi, maka hakim harus melihat apakah keterangan atau alasan yang 




Berdasarkan putusan hakim nomor 253/Pid.B/2007/PN.SKa yang memutus 
terdakwa DA alias EW dengan Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang 
Psikotropika dengan pidana penjara selama 5 bulan penjara, keterangan saksi 
yang diberikan tidak mempengaruhi putusan yang dijatuhkan hakim karena 
keterangan saksi yang diberikan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan hukum. 
Teori pembuktian negatif mengatur sekurang-kurangnya dalam pembuktian 
terdapat dua alat bukti yang sah sehingga alat bukti tersebut dapat membantu 




meringankan seorang terdakwa. Tetapi dalam kasus ini keterangan saksi tidak 
mempunyai nilai kekuatan hukum karena tidak dilengkapi dengan bukti-bukti 
serta bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang lain.  
Majelis hakim telah mempunyai keyakinan bahwa jika seseorang yang 
mengkonsumsi narkoba telah dibuktikan dengan test urine yang dilakukan oleh 
laboratorium. Sementara apakah seseorang tersebut mengkonsumsi secara 
bersama-sama di dalam satu ruangan atau tidak dalam satu ruangan adalah tidak 
penting. Hakim menggunakan logikanya untuk lebih memperkuat keyakinannya 
tersebut dan hal ini bertujuan agar ada patokan-patokan dalam melaksanakan 
peradilan pidana. 
Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa perbedaan keterangan 
saksi di muka persidangan dengan keterangan yang diberikan dalam pembuatan 
Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan sudah sering terjadi. Keterangan saksi 
yang diberikan di muka persidangan itulah yang benar, karena saksi tersebut 
menginsyafi bahwa ia telah disumpah dan harus memberikan keterangan yang 
sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Hakim dalam persidangan perlu 
mengingatkan seorang saksi untuk memberikan keterangan dengan jujur yang 
bertujuan untuk membantu pengadilan guna mewujudkan kebenaran materiil.  
 
Kriteria Alat Bukti Keterangan Saksi yang Dinilai Sah oleh Hakim 
Agar supaya keterangan yang diberikan seorang saksi dapat bernilai serta 
memiliki kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus 
dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan saksi dapat dianggap sah 
sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi 
beberapa ketentuan, yakni saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, 
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keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, dan hanya menilai 
keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti.
8
 
Hakim dalam menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang 
sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, 
sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian 
atau keadaan tertentu. Dalam menilai dan mengkonstruksikan kebenaran 
keterangan para saksi, menuntut kewaspadaan hakim untuk sungguh-sungguh 
memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yakni persesuaian 
keterangan para saksi, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan 
saksi memberikan keterangan tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta 
segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap 
keterangan saksi.  
Ditinjau dari segi sah atau tidaknya keterangan saksi yang diberikan dalam 
sidang persidangan, keterangan saksi dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) jenis 




Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa kriteria alat bukti 
keterangan saksi yang dinilai sah oleh hakim adalah keterangan saksi yang 
diberikan di bawah sumpah, keterangan saksi diberikan di depan persidangan, dan 
hakim hanya menilai keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti. 
Keterangan saksi yang dinilai sah adalah keterangan saksi yang diberikan di 
bawah sumpah (Pasal 160 ayat (3) KUHAP), fungsi sumpah ini adalah agar 
keterangan yang diberikan adalah yang sebenar-benarnya. 
                                                          
8Mulyadi, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Jum’at, 24 April 
2015,pukul 09:00 WIB. 
9
 M. Yahya Harahap, Op.Cit.,  hal.  291-293. 
12 
 
Keterangan saksi yang dinilai sah adalah keterangan saksi yang diberikan 
di depan sidang pengadilan. Adapun keterangan saksi yang diberikan di depan 
penyidik bukan merupakan alat bukti, keterangan tersebut hanya sebagai pedoman 
hakim untuk memeriksa perkara di dalam sidang pengadilan. Apabila terdapat 
perbedaan antara keterangan seorang saksi yang dinyatakan di depan sidang 
pengadilan dengan keterangan yang diterangkan atau dinyatakan saksi dihadapan 
pemeriksaan oleh penyidik, maka hakim wajib menanyakan hal tersebut dan 
keterangan tersebut dicatat (Pasal 163 KUHAP). Hakim lebih mengutamakan 
keterangan saksi di depan persidangan, namun jika keterangan saksi yang berbeda 
tersebut berlawanan dengan saksi-saksi lainnya dan atau berlawanan dengan 
logika secara umum, Hakim dapat mengingatkan saksi bahwa jika keterangan 
yang disampaikan tidak benar maka saksi dapat dipidana karena telah 
memberikan keterangan/sumpah palsu.. 
Selanjutnya hakim hanya menilai keterangan saksi yang bernilai sebagai 
alat bukti. Hakim dalam menilai dan mengkonstruksikan kebenaran keterangan 
para saksi maka harus memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu 
persesuaian keterangan para saksi, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti 
lain, alasan saksi memberikan keterangan tertentu, serta cara hidup dan kesusilaan 
saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi kepercayaan 










Pertama, tindakan hakim dalam menilai kekuatan alat bukti keterangan 
saksi yang berbeda antara di depan penyidik dengan di depan persidangan. Setelah 
melihat adanya keterangan saksi yang berbeda antara di BAP dan di depan 
persidangan, maka hakim mengingatkan saksi bahwa keterangannya berbeda 
dengan yang ada di BAP, hakim menanyakan alasan saksi memberikan 
keterangan yang berbeda, hakim kemudian meminta dihadirkan saksi verbalisan. 
Hakim harus aktif mencari kebenaran materiil, jika keterangan saksi yang berbeda 
tersebut berlawanan dengan saksi-saksi lainnya dan atau berlawanan dengan 
logika secara umum, Hakim dapat mengingatkan saksi bahwa jika keterangan 
yang disampaikan tidak benar maka saksi dapat dipidana karena telah 
memberikan keterangan/sumpah palsu. Berdasarkan hasil penelitian pada kasus 
ini, putusan hakim tidak dipengaruhi oleh keterangan saksi yang berbeda antara 
BAP di penyidikan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan. 
Berdasarkan putusan hakim nomor 253/Pid.B/2007/PN.SKa yang memutus 
terdakwa DA alias EW dengan Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang 
Psikotropika dengan pidana penjara selama 5 bulan penjara, keterangan saksi 
yang diberikan tidak mempengaruhi putusan yang dijatuhkan hakim karena 
keterangan saksi yang diberikan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan hukum. 
karena tidak dilengkapi dengan bukti-bukti serta bertentangan dengan keterangan 
yang diberikan oleh saksi-saksi yang lain.  
Kedua, kriteria alat bukti keterangan saksi yang dinilai sah oleh hakim 
adalah keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan saksi 
diberikan di depan persidangan, dan hakim hanya menilai keterangan saksi yang 
14 
 
bernilai sebagai alat bukti, yaitu keterangan saksi yang dinilai sah adalah 
keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah KUHAP), fungsi sumpah ini 
adalah agar keterangan yang diberikan adalah yang sebenar-benarnya, dan 
keterangan saksi yang dinilai sah adalah keterangan saksi yang diberikan di depan 
sidang pengadilan. Adapun keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik 
bukan merupakan alat bukti, keterangan tersebut hanya sebagai pedoman hakim 
untuk memeriksa perkara di dalam sidang pengadilan.  
 
Saran 
Pertama, jika terdapat keterangan saksi yang berbeda, hakim dalam 
pertimbanganya harus meneliti dengan cermat, teliti dan sungguh-sungguh saling 
persesuian maupun pertentangan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain 
tersebut guna mendapatkan kebenaran materiil sesuai dengan keyakinannya. 
Kedua, hakim hendaknya lebih cermat dan teliti dalam menilai alat bukti 
keterangan saksi, Karena dalam hukum acara pidana alat bukti keterangan saksi 
merupakan alat bukti yang utama dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Jadi 
dalam hal ini sangat berkaitan sekali dengan masa depan dan kehidupan seseorang 
Ketiga, dalam pembuktian di pesidangan, hakim harus tetap 
memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan 
masyarakat berarti bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana atau 
undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan 
kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus 
diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang tidak 
bersalah mendapat hukuman. Dan bila memang terbukti bersalah maka hukuman 
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